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Pendahuluan
• Penggunaan perjanjian baku dalam program afiliasi TikTok Shop Tokopedia yang disusun
sepihak oleh platform dan bersifat take it or leave it. Salah satu dampaknya adalah
adanya kewenangan seller untuk menentukan dan mengubah besaran komisi melalui fitur
platform.

• Kasus pada akun TikTok @InemJogja, di mana komisi atas produk yang telah dipromosikan
dan menghasilkan penjualan signifikan tiba-tiba diturunkan hingga nol persen. Padahal,
konten promosi tersebut masih aktif dan bahkan dimanfaatkan kembali oleh seller sebagai
sarana pemasaran.

• Selain itu, terdapat klausul eksonerasi yang membatasi tanggung jawab platform
terhadap kerugian affiliator akibat tindakan seller.

• Penelitian terdahulu membahas kedudukan hukum affiliator dalam program afiliasi
Shopee serta menyoroti adanya kekosongan norma hukum yang menyebabkan
ketidakjelasan perlindungan bagi affiliator, mengkaji perlindungan hukum terhadap
affiliator TikTok Shop yang mengalami perubahan komisi secara sepihak oleh seller.
perlindungan hukum bagi affiliator pada berbagai platform e-commerce, khususnya
terkait kejelasan hak komisi dan mekanisme penyelesaian sengketa.

• Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membahas perlindungan hukum affiliator,
belum ada yang secara khusus mengkaji hubungan hukum antara seller, affiliator, dan
platform serta implikasi perubahan komisi sepihak dalam perspektif actio pauliana,
sehingga membuka ruang bagi penelitian ini.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
Pertanyaan Penelitian :

Apakah perubahan komisi secara sepihak oleh seller dalam program
afiliasi Tiktok Shop Tokopedia dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan
merugikan terhadap affiliator berdasarkan action pauliana?

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana hubungan hukum antara affiliator, seller, dan platform
dalam program afiliasi TikTok Shop Tokopedia?

2. Bagaimana penerapan actio pauliana terhadap perubahan komisi
sepihak oleh seller yang merugikan affiliator?

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi affiliator akibat
perubahan komisi secara sepihak dalam program afiliasi TikTok
Shop Tokopedia?
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Metode
Jenis Penelitian : Yuridis normatif

Pendekatan : perundang-undangan (statute approach).

Bahan Hukum Primer :

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

• Shop Seller Term of Service

• Tiktok Shop Creator Term of Use

• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik.

Bahan Hukum Sekunder :

Artikel-artikel ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran di Google Scholar dengan kata kunci
““tiktok shop tokopedia”,“perlindungan hukum bagi affiliator”, “actio pauliana”

Penafsiran Hukum : Penafsiran Sistematis.
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Hasil dan Pembahasan

A. Hubungan Hukum Para Pihak yang Terlibat dalam Program 
Afiliasi Tiktok Shop Tokopedia

Dalam program afiliasi TikTok Shop Tokopedia terdapat tiga pihak utama,
yaitu affiliator, seller, dan platform. Hubungan hukum terbentuk melalui
kontrak elektronik yang bersifat baku. Hubungan langsung hanya terjadi
antara affiliator dengan platform serta seller dengan platform, sedangkan
hubungan antara affiliator dan seller bersifat tidak langsung. Affiliator
berkedudukan sebagai kontraktor independen yang memperoleh hak komisi
setelah melaksanakan promosi, sementara seller memiliki kewenangan
dalam menentukan besaran komisi. Struktur hubungan ini menempatkan
affiliator pada posisi yang lebih lemah.
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Hasil dan Pembahasan
B. Analisis Perubahan Komisi Sepihak sebagai Perbuatan Merugikan
Berdasarkan Actio Pauliana

Perubahan komisi secara sepihak oleh seller setelah affiliator
mempromosikan produk dapat menimbulkan kerugian ekonomi.
Tindakan tersebut menghilangkan hak affiliator atas komisi yang
seharusnya diterima. Perubahan komisi ini memenuhi unsur actio
pauliana, yaitu :

1. adanya perbuatan hukum

2. perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh undang – undang atau
perjanjian

3. perbuatan tersebut menimbulkan kerugian

4. dilakukan dengan pengetahuan akan akibatnya yang merugikan
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Hasil dan Pembahasan

C. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi affiliator masih terbatas akibat perjanjian
baku dan klausul pembatasan tanggung jawab platform. Affiliator
perlu melakukan perlindungan secara preventif melalui
dokumentasi transaksi, pemantauan dashboard, dan pembuatan
perjanjian elektronik dengan seller. Selain itu, upaya represif dapat
ditempuh melalui mediasi platform dan gugatan actio pauliana.
Perlindungan hukum yang efektif memerlukan peran aktif platform
dan regulasi yang lebih jelas.
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Temuan Penting Penelitian

• Penelitian ini menemukan bahwa hubungan hukum antara
affiliator dan seller bersifat tidak langsung karena terhubung
melalui platform, sehingga tidak dapat diajukan gugatan
wanprestasi.

• Kewenangan seller dalam mengubah komisi membuka peluang
penyalahgunaan yang merugikan affiliator.

• Selain itu, klausul eksonerasi membatasi tanggung jawab
platform. Perubahan komisi sepihak tersebut memenuhi unsur
actio pauliana dan dapat dijadikan dasar perlindungan hukum
bagi affiliator.
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